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Kata Pengantar
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan
semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara
transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian
kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun
2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.
Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan
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Ikht isar Eksekut i f
Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana

Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga
pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dapat di gambarkan dalam hasil
pengukuran kinerja sebagai berikut :

A. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

1. Capaian Tujuan Terwujudnya pemerataan pendapatan

Tujuan Terwujudnya pemerataan pendapatan didukung dengan 1
(satu) Sasaran: Meningkatnya nilai investasi. Sasaran ini diukur dengan
indikator Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah) (meta indikator : Nilai
Investasi PMDN +PMA sampai dengan tahun n). Target tahun 2025
sebesar Rp3.965.123.195.297,05 Terealisasi sebesar Rp4.363.137.212.555,-
dengan prosentase capaian sebesar 110,04 %.

2. Capaian Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang
berkinerja tinggi dan akuntabel

Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja
tinggi dan akuntabel didukung dengan 1 (satu) Sasaran: Meningkatnya
kualitas Pelayanan Terpadu. Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks
Kepuasan Masyarakat (Angka) (meta indikator : Nilai SKM = Total dari
persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang).
Target tahun 2025 sebesar 88 Terealisasi sebesar 88,78 dengan
prosentase capaian sebesar 100,89 %.

B. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Capaian Tujuan Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif

Diukur dengan indikator Pertumbuhan nilai investasi (persen) target tahun
2025 sebesar 11,78% tercapai sebesar 20,92% prosentase realisasi
sebesar 177,6%.
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Tujuan Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif didukung dengan 1
(satu) Sasaran: Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP. Sasaran ini diukur dengan
indikator Realisasi Nilai Investasi (PMDN+PMA) Tahun n ( Milyar rupiah)
(meta indikator : Jumlah realisasi nilai investasi PMDN tahun n ditambah
jumlah realisasi nilai investasi PMA tahun n ). Target tahun 2025 sebesar
425,00 (Milyar Rupiah) Terealisasi sebesar 754,86 (Milyar Rupiah) dengan
prosentase capaian sebesar 177,6%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa
tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai
berikut :

1. Mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi dan meningkatkan
kemudahan investasi;

2. Meningkatkan promosi investasi;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan
PTSP;

5. Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman
Modal;

6. Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.
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Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk
pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang
menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari
APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja
instansi.

B. Pembentukan OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5
tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul dan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 050 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan
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yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda
Pemerintahan, antara lain:

a. penyusunan program kerja Dinas;
b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;
e. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;
g. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian

internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, hukum
dan kerjasama serta budaya pemerintahan Dinas;

i. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
fungsional pada Dinas;

j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan

penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 1.1
Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bantul

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Bantul

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun
2025 sebagaimana tabel berikut:

Instansi urusan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) adalah contoh nyata dari keragaman Sumber Daya Manusia (SDM) yang
kaya dan beragam. Di sini, Anda dapat menemukan individu-individu dengan latar
belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian yang berbeda-beda, namun
semua bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama: meningkatkan investasi
dan pelayanan publik.

Dari staf administrasi yang menangani dokumen-dokumen, hingga analis
kebijakan yang merancang strategi investasi, setiap individu membawa kontribusi
unik mereka untuk membuat instansi ini berjalan efektif. Ada yang ahli di bidang
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hukum, ekonomi, teknologi informasi, dan lain-lain, semua bekerja sama untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan investor.

Keragaman SDM ini tidak hanya memperkaya pengalaman kerja, tetapi juga
meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan masalah. Dengan
demikian, instansi ini dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan
responsif terhadap kebutuhan Masyarakat

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi
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Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia
(SDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bantul yang menunjukkan tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan merata antara
laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 21
orang (60 %), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 orang (17,14 %), D3
5 orang (14,28 %), SLTA 3 orang (8,57 %). Komposisi pegawai perempuan sedikit
lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih
banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan
kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Namun disisi lain masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 48 orang,
terdiri dari 35 orang pejabat pelaksana substantif dan 13 pejabat pelaksana
administratif.
Berdasarkan komposisi pendidikan pegawai, kesetaraan gender, dan kekurangan
staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten
Bantul, bahwa:

 Tingkat pendidikan pegawai didominasi oleh jenjang S1 (60%), diikuti S2
(17,14%), D3 (14,28%), dan SLTA/ SMA (8,57%);
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 Jumlah pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki,
termasuk dalam jabatan struktural, menunjukkan adanya sistem merit dan
kesetaraan gender;

 Terdapat kekurangan pegawai sebanyak 48 orang, terdiri dari pejabat
pelaksana substantif dan administratif;
Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu

Pintu Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara pelayanan publik khususnya
penyelenggaraan perizinan juga berupaya menambah kekurangan pegawai melalui
skema pegawai dengan perjanjian kontrak untuk ditempatkan pada ketugasan
layanan operasional, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Non ASN

NO. JABATAN PEGAWAI NON ASN JENIS KELAMIN
JML KUALIFIKASI LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 2 3 4 7 8
S2 S1 D3 SMA

1 Penata LayananOperasional 9 √ √ (4) √ (5)
2 Pengelola LayananOperasional 2 √ √ (2)
3 Operator LayananOperasional 5 √ √ (5)

16
Sumber: Urusan Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kab Bantul, Januari 2025

E. Isu Strategis

Ditinjau dari identifikasi permasalahan, pengamatan serta telaah pada
sasaran jangka menengah pada Renstra K/L diperoleh informasi untuk
meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul, isu-isu strategis yang menjadi fokus pada
periode 2025-2029 mencakup:
1. Meningkatkan investasi di Kabupaten Bantul dengan menciptakan iklim

investasi dan kemudahan berusaha;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik baik layanan

perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan system berbasis
teknologi informasi.
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Selain itu, beberapa isu strategis daerah yang terkait dengan kewenangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Bantul, diantaranya:

1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Kesenjangan Pendapatan;
3. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Pengembangan Kawasan Selatan;
5. Reformasi Birokrasi;
6. Ketebukaan Informasi Publik;
7. Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial;
8. Kawasan Peruntukan Industri;

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based
Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul dibentuk
dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.2 Bagan Visi dan Misi Bupati
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G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0471.B/EV.SAKIP/2025
tanggal 30 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem
akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul disampaikan
saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Meninjau kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait penentuan
target kinerja agar lebih menantang dengan bercermin dari realisasi
capaian kinerja sebelumnya untuk peningkatan akuntabilitas;

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah menyusun kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target
yang lebih menantang;
Indikator Kinerja Utama tertuang didalam Dokumen Renstra Tahun 2025-2029
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2025;

c) Bukti Dukung :

Gambar 1.3 Contoh Isi Dokumen Renstra Tahun 2025-2029
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Rekomendasi 2 :

a) Rekomendasi
Melakukan pendokumentasian atas hasil rapat monitoring dan evaluasi
capaian kinerja setiap triwulan dan setiap monev meliputi undangan,
daftar hadir, notulen dan foto dokumentasi. Notulen dibuat sesuai dengan
yang menjadi pembahasan dalam rapat;

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah melakukan pendokumentasian atas hasil rapat monitoring dan evaluasi
capaian kinerja setiap triwulan dan setiap monev meliputi undangan,
daftar hadir, notulen dan foto dokumentasi. Notulen dibuat sesuai dengan
yang menjadi pembahasan dalam rapat;



12

c) Bukti Dukung :

Pendokumentasian atas hasil rapat monitoring dan evaluasi
capaian kinerja setiap triwulan dan setiap monev;

Gambar 1.4 Dokumentasi Monev
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Rekomendasi 3 :
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a) Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam pencapaian sasaran,
program, kegiatan, sub kegiatan agar dısajıkan dalam Laporan Kinerja
penyusunan laporan kinerja tahun mendatang;

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Berproses menyiapkan Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam
pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dısajıkan
dalam penyusunan laporan kinerja tahun mendatang;

c) Bukti Dukung :

Berproses menyiapkan Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam
pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dısajıkan
dalam Laporan Kinerja penyusunan laporan kinerja tahun mendatang;

Dengan menganalisis hasil monitoring dan Evaluasi Rutin melalui
tools/Aplikasi E- SAKIP BANTUL

Gambar 1.5 Tampilan E-SAKIP BANTUL
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Rekomendasi 4 :

a) Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan
data kinerja agar disesuaikan dengan kondisi terkini terkait tugas pokok
dan fungsi organisasi termasuk penyesuaian langkah kerja yang
diperlukan;

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan
dan pengolahan data kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

c) Bukti Dukung :

Gambar 1.6 Contoh Standar Operasional Prosedur (SOP)
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Sumber: Dokumen Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

DPMPTSP Kabupaten Bantul
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Bab II Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul yang merupakan
penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu
2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati
Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten
Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang
terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka
panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul
Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja
tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan
selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah
daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan
secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul
selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-
2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,
Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam
Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Satu Pintu Kabupaten Bantul mendukung misi yang ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga)
adalah sebagai berikut :
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1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih,
akuntable dan menghadirkan pelayanan prima;

2. Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan
investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang
dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan
Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul
mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke-3 (tiga) adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung
investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk”

1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah
dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran
merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan
sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, tujuan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah:

1. Terwujudnya pemerataan pendapatan sedangkan sasarannya adalah
Meningkatnya nilai investasi dengan indikator sasaran (indikator kinerja
utama) : Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah);

2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan
akuntabel sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya kualitas pelayanan
terpadu dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Indeks
Kepuasan Masyarakat (Nilai/Angka).
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Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

RPJMD Periode 2021-2026
Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,

Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan
reformasi
birokrasi
menuju
pemerintahan
yang efektif,
efisien, bersih,
akuntable dan
menghadirkan
pelayanan
prima

Terwujudnya
pemerataan
pendapatan

Meningkatnya
nilai investasi

Nilai realisasi investasi

2. Pendayagunaan
Potensi lokal
dengan
penerapan
teknologi dan
penyerapan
investasi
berorientasi
pada
pertumbuhan
ekonomi inklusif

Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan
yang berkinerja
tinggi dan
akuntabel

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
terpadu

Indeks Kepuasan
Masyarakat

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

RPJMD Periode 2025-2029
Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat,

Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai
Keberagamaan dan Budaya Istimewa”.

Misi Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran
Mewujudkan
transformasi
ekonomi berbasis
sumberdaya local
didukung investasi
untuk meningkatkan
nilai tambah produk

Mewujudkan
iklim
investasi
yang
kompetitif

Pertumbuhan
nilai investasi
(persen)

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
penanaman
modal dan
pelayanan
terpadu satu
pintu/PTSP

Realisasi
Nilai
Investasi
(PMDN +
PMA) Tahun
n

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029
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2. Kebijakan, Strategi dan Program
Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam

rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran,
penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian
penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan
adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai
tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan
pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran
Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai
berikut :

.
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Tabel 2.3
Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul

Renstra Periode 2021-2026
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis,sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI

yang Berbhineka Tunggal Ika
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan prima
Terwujudnya
penyelengga
raan
pemerinta
han yang
berkinerja
tinggi dan

Meningkatnya
kualitas
Pelayanan
Terpadu

1. Melaksanakan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten

Optimalisasi Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
b. Peningkatan Pelayanan
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
c. Peningkatan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
d. Peningkatan Pelayanan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
e.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
h. Peningkatan Penataan
Organisasi

2.
Mengoptimalka
n Pelayanan
Penanaman
Modal

Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu
Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

3.
Mengembangka
n pengelolaan
data dan
Sistem
Informasi
Penanaman
Modal

Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan Non
Perizinan yang Terintegrasi
pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
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Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis,sejahtera, dan berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI
yang Berbhineka Tunggal Ika

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Misi 2 :
Terwujudnya
pemerataan
pendapatan

Meningkatnya
nilai investasi

1.Menciptakan
iklim penanaman
modal yang
kondusif

a.Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
b. Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

2.Meningkatkan
promosi investasi

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

3. Melakukan
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026
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Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan
dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud
merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka
pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan
Dan Ketatalaksanaan

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian
dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan
ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan
fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Renstra Tahun 2021-2026

No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja

1 Tujuan : Terwujudnya pemerataan
pendapatan

Sasaran : Meningkatnya nilai investasi

Nilai realisasi investasi (Nilai Rupiah)
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2 Tujuan : Terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang
berkinerja tinggi dan akuntabel
Sasaran : Meningkatnya kualitas
Pelayanan Terpadu

Indeks Kepuasan Masyarakat
(Angka)

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Tabel 2.5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja

Tujuan : Mewujudkan iklim investasi yang
kompetitif

Pertumbuhan nilai investasi
(persen)

Sasaran : Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu/PTSP

Realisasi Nilai Investasi (PMDN + PMA)
Tahun n

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029
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B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU
dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten
Bantul Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target
kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu
kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun
2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu
Pintu Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No Tujuan/Sasaran
Indikator
Kinerja
Utama

satuan Target TW
Target

1.
Tujuan :
Terwujudnya
pemerataan
pendapatan

Sasaran :
Meningkatnya
nilai investasi

Nilai
realisasi
investasi
(Nilai
Rupiah)

Rupiah 3.965.123.195.297,05

I 3.965.123.195.297,05
I 3.965.123.195.297,05
III 3.965.123.195.297,05
IV 3.965.123.195.297,05

*

2. Tujuan :
Terwujudnya
penyelenggaraa
n pemerintahan
yang berkinerja
tinggi dan

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(Angka)

Nilai/angka 88

I 88
I 88
III 88
IV 88*)
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akuntabel
Sasaran :
Meningkatnya
kualitas
Pelayanan
Terpadu

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No Program Anggaran
1. Program Pelayanan Penanaman Modal

(Dana Alokasi Umum)
Rp425.888.634,00

2. Program Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal (Dana Alokasi
Umum)

Rp146.382.436,00

3. Program Pengembangan Iklim Penanaman
Modal (Dana Alokasi Umum)

Rp40.831.750,00

4. Program Promosi Penanaman Modal (Dana
Alokasi Umum)

Rp210.417.236,00

5. Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

Rp82.012.436,00

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi
Umum)

Rp6.246.808.539,00

7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan
Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)

Rp188.123.700,00

Jumlah Rp.7.340.464.731,00

Pada tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten Bantul melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu
dilakukan karena telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu
kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Perubahan Tahun 2025. Perjanjian
Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :
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Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No Tujuan/Sasaran
Indikator
Kinerja
Utama

satuan Target TW
Target

1. Mewujudkan iklim
investasi yang kompetitif

Pertumbuhan
nilai investasi
(persen)

Persen 11,78 I 11,78
II 11,78
III 11,78
IV 11,78*)

2.. Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu
pintu/PTSP

Realisasi Nilai
Investasi
(PMDN +
PMA) Tahun n

Milyar/Rupiah 425,00 I 425,00
II 425,00
III 425,00
IV 425,00*)

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No Program Anggaran (Rp)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah /

Kota (Dana Alokasi Umum)
Rp6,199,842,458,00

2 Program Pengembalian Iklim Penanaman Modal
(Dana Alokasi Umum)

Rp40,831,750,00

3 Program Promosi Penanaman Modal (Dana Alokasi
Umum)

Rp192,767,236,00

4 Program Pelayanan Penanaman Modal (Dana
Alokasi Umum)

Rp440,888,634,00

5 Program Pengendalian Penanaman Modal (Dana
Alokasi Umum)

Rp82,012,436,00

6 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi
Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)

Rp197,032,436,00

7 Program Penyelenggaraan Keistimewaan
Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)

Rp162,223,700,00

Jumlah Rp7,315,598,650,00
C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan
secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul. Adapun
program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai
berikut :



28

Tabel 2.8
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026
No Sasaran Didukung jumlah program
1.

Meningkatnya nilai investasi
Program Pengembangan Iklim Penanaman
Modal
Program Promosi Penanaman Modal
Program Pengendalian Penanaman Modal

2. Meningkatnya kualitas
Pelayanan Terpadu

Program Pelayanan Penanaman Modal

. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Program Penyelenggaraan Keistimewaan
Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Tabel 2.9
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029
Sasaran Didukung jumlah program

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu
pintu/PTSP

Program Pengembangan Iklim Penanaman
Modal

Program Promosi Penanaman Modal
Program Pengendalian Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Program Penyelenggaraan Keistimewaan
Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan

Sumber : Renstra tahun 2025-2029
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D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi
https://esakip.bantulkab.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk
Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring
dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD,
cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai
penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58),
laporan evalusi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan
pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 2.1 Tampilan E-SAKIP BANTUL

Bab III Akuntabi l i tas Kinerja
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya
anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada
level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
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publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,
pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting
dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah
berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang
dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut
menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan
Kinerja ini.
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Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No
Interval Nilai Realisasi

Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja
Kode

1 ≥ 90 Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah
Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten
Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat
Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2025

No Tujuan
/Sasaran

Indikator Kinerja
Utama

Capaian
2024

2025 Target
Akhir

Renstra
(2026)

Capaian
s/d 2025
terhadap
2026 (%)Target Realisasi %

Realisasi

1 Tujuan :
Terwujudnya
pemerataan
pendapatan

Sasaran :
Meningkatnya
nilai investasi

Nilai Realisasi
Investasi
(Rupiah)

3.608.2
70.501.
500,05

3.965.123
.195.297,
05

4.363.1
37.212.
555,05

110,04 3.110.
555.49
3.366,

36

140,27
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No Tujuan
/Sasaran

Indikator Kinerja
Utama

Capaian
2024

2025 Target
Akhir

Renstra
(2026)

Capaian
s/d 2025
terhadap
2026 (%)Target Realisasi %

Realisasi

2 Tujuan :
Terwujudnya
penyelenggaraa
n pemerintahan
yang berkinerja
tinggi dan
akuntabel
Sasaran :
Meningkatnya
kualitas
Pelayanan
Terpadu

Indeks Kepuasan
Masyarakat
( Angka/Nilai)

87,11 88 88,78 100,89 86,25 102,93

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1. Capaian kinerja Sasaran Dinas
Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tahun 2025 merupakan kemampuan
pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
sebelumnya. Berikut disampaikan capaian kinerja dari dua (2) sasaran yang
telah ditetapkan dan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul pada tahun 2025.

B.1.1 Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bantul bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan misi Pendayagunaan
Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melaksanakan urusan
pemerintahan bidang penanaman modalPeran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah melaksanakan
pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor
usaha, kegiatan promosi penanaman modal, pembinaan, pengendalian,
pelaksanaan, dan pengawasan penanaman modal sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan. Penanaman modal atau investasi memiliki
peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan
ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan sehingga terdapat
perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian
Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

No
Indikator
Kinerja
Utama

Capaian
2024

2025
Target Akhir

Renstra (2026)

Capaian
terhadap

Akhir
Renstra
tahun

2026(%)

Target Realisasi
%

Realisasi

1. Nilai
Realisasi
Investasi

Rp3.608.270
.501.500,05

Rp3.965.123
.195.297,05

4.363.137.212
.555,05

119,03% Rp3.110.555.493.366,36 151,74%

Sumber : esakip ROPK DPA Perubahan tahun 2025

Realisasi Investasi adalah data yang diolah dari Laporan Kegiatan
Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan periodik oleh
Penanam Modal/Pelaku usaha secara daring, atas kegiatan usaha yang
dijalankan berdasarkan perizinan berusaha baik PMA maupun PMDN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Pelaksanaan
Pengendalian Penanaman Modal Triwulan I sampai dengan IV Tahun 2025
terverifikasi dan direlease oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM RI.
Formulasi Nilai Realisasi Investasi yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten
periode Tahun 2021-2026 adalah Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi
tahun n-1) di kabupaten/kota) / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.
Target yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 adalah
Rp3.965.123.195.297,05 realisasi sebesar 4.363.137.212.555,05 tercapai
119,03% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun 2026 (akhir
Renstra) sebesar Rp3.110.555.493.366,36, capaian tahun 2025 ini telah
menyumbangkan 151,74% dari target akhir Renstra tahun 2026.
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Tabel 3.4 Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

Tahun JumlahProyekPMDN
JumlahProyekPMA

Nilai InvestasiPMDN Nilai InvestasiPMA Nilai InvestasiPMDN+PMA PertumbuhanNilai Investasi
TargetPertumbuhan Capaian

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)
s.d2012 5 27 246.782.863.739,23 176.522.443.772,00 423.305.307.511,23 52.789.391.520,52s.d2013 8 29 541.527.452.654,89 204.205.834.766,00 745.733.287.420,89 322.427.979.909,66s.d2014 9 28 543.768.413.437,84 332.212.175.756,00 875.980.589.193,84 130.247.301.772,95s.d2015 90 38 557.333.697.000,94 415.919.685.134,00 973.253.382.134,94 97.272.792.941,10s.d2016 5 37 564.682.781.966,05 550.714.055.730,00 1.115.396.837.696,05 142.143.455.561,11s.d2017 15 46 601.765.581.966,05 655.549.055.730,00 1.257.314.637.696,05 141.917.800.000,00 8,06 12,72s.d2018 47 47 666.256.881.966,05 740.109.755.730,00 1.406.366.637.696,05 149.052.000.000,00 8,08 11,85s.d2019 103 106 777.051.181.966,05 760.194.755.730,00 1.537.245.937.696,05 130.879.300.000,00 9,00 9,31s.d2020 338 96 808.479.481.966,05 786.267.395.730,00 1.594.746.877.696,05 57.500.940.000,00 9,25 3,74
s.d2021 554 93 908.524.281.966,05 798.953.335.730,00 1.707.477.617.696,05 112.730.740.000,00 7,85 7,07s.d2022 494 90

1.306.129.681.966,05 887.726.740.730,00 2.193.856.422.696,05 486.378.805.000,00 8,30 28,49s.d2023 1.425 206 1.859.565.381.966,05 1.021.582.360.730,00 2.881.147.742.696,05 687.291.320.000,00 11,29*) 31,33
s.d2024 1.847 258 2.464.580.040.219,05 1.143.690.461.281,00 3.608.270.501.500,05 727.122.758.804,00 12,79*) 25,24s.d2025 2875 371 2.928.175.587.112,05 1.434.961.625.443,00 4.363.137.212.555,05 754.866.711.055,00 15,29*) 20,92s.d2025 2875 371 2.928.175.587.112,05 1.434.961.625.443,00 4.363.137.212.555,05 754.866.711.055,00 11,78**) 20,92

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Bantul, diolah

*) Target Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

**) Target Renstra DPMPTSP Tahun 2025 -2029

Gambar 3.1 Grafik Realisasi Investasi 2024-2025

Sumber: Instragram DPMPTSP Kabupaten Bantul
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Pertumbuhan nilai investasi di tahun 2025 sebesar Rp
754.866.711.055,00 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024)
sebesar Rp727.122.758.804,00, maka capaian tahun 2025 sebesar Rp72,74
milyar meningkat sebesar 3,82%. Target investasi kabupaten/kota yang
ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada
Kabupaten Bantul di tahun 2025 sebesar Rp685.000.000.000,00 dan
realisasinya sebesar Rp754,866,711,055 tercapai 110,20%.

Gambar 3.2 Capaian Sektor Usaha

Sumber: Instragram DPMPTSP Kabupaten Bantul

Lima (5) besar sektor usaha di Kabupaten Bantul meliputi: Industri
Kertas dan Percetakan, Industri Tekstil, Perdagangan dan Reparasi,
Transportasi, Gudang dan komunikasi serta sektor Perumahan, Kawasan
Industri dan Perkantoran.
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Gambar 3.3 Realisasi Investasi Januari-Desember 2025

Sumber: Instragram DPMPTSP Kabupaten Bantul

Gambar 3.4 Negara Asal Investor PMA

Sumber: Instragram DPMPTSP Kabupaten Bantul

Komposisi Investasi di kabupaten Bantul tahun 2025, yakni Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 61,4% dan Penanaman Modal Asing
(PMA) sebesar 38,6%. Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar yang turut
mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul berasal dari Perancis,
RR Tiongkok, Hongkong, Korea Selatan dan Singapura. Hal ini mencerminkan
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semakin kuatnya daya saing dan kepercayaan investor terhadap iklim investasi
di Kabupaten Bantul.

Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi tentunya
ada beberapa permasalahan/faktor penghambat maupun faktor pendukung,
antaralain:

Faktor Penghambat :

 Update Aplikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Online Single
Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang terus menerus
sehingga proses penyesuaian sangat mempengaruhi kecepatan
penyelenggaraan pelayanan;

 Bmbingan Teknis/Pendampingan mengenai pelaporan usaha LKPM
belum dapat mengakomodir jumlah pelaku usaha yang lebih banyak;

 Bahan promosi persektor belum terupdate secara realtime.

Faktor pendukung :

 Terselenggaranya fasilitasi kemudahan tentang Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (OSS-RBA);

 Terlaksananya koordinasi Intensif dengan Kementerian Pusat maupun
Instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya, serta
stakeholder terkait dan para pelaku usaha;

 Penyiapan / pengadaan bahan promosi investasi yang inovatif;

 Optimalisasi pemanfaatan akses semua media sosial.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Nilai Realisasi
Investasi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
1. Penyelarasan Program Kegiatan Subkegiatan Dengan Prioritas
Kabupaten;

2. Mengembangkan Rangkaian Inovasi;
3. Sinkronisasi Regulasi Pelaksanaan Penanaman Modal Dan
Penyelenggaraan PTSP/Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang

dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Nilai Investasi. Pada
tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program
sebagai berikut :
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1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Capaian
kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal pada tahun 2025
mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung :

 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi
subkegiatan :
a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal;

b. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota meliputi subkegiatan :
a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota;

b. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator Persentase
peningkatan investasi di Kabupaten/Kota pada tahun 2025 mentargetkan
sebesar 15,29% tercapai sebesar 20,92%, program ini didukung:
 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi subkegiatan :
a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota;

b. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan
Kabupaten/Kota;

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator
Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun 2025
mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung :
 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi subkegiatan :
a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku
Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;

b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;
c. Pengawasan Penanaman Modal;
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B.1.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bantul bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan misi Penguatan reformasi
birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntablel dan
menghadirkan pelayanan prima. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul melaksanakan urusan penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul adalah melaksanakan pelayanan publik
dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonberusaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pelayanan
perizinan berusaha dan nonberusaha yang cepat, mudah, transparan, pasti,
sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak
masyarakat.

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari
reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul
terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk
di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan
proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat
maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk.
Penyelenggaraan pelayanan publik oleh DPMPTSP tahun 2025 melalui
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang telah berbasis digital/
aplikasi.

 Aplikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Online Single
Submission

Risk Based Approach (OSS-RBA)

Aplikasi terintegrasi ini dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia,
khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal, untuk memudahkan proses perizinan berusaha di Indonesia. Dengan
aplikasi ini pelaku pelaku usaha dapat mengakses berbagai layanan, seperti:

 Pendaftaran Perizinan Berusaha: Melakukan pendaftaran perizinan
berusaha secara online;

 Pengajuan Perizinan Berusaha: Mengajukan perizinan berusaha secara
online;
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 Pelacakan Status Perizinan: Memantau status perizinan berusaha;

 Pengurusan Izin Usaha: Mengurus izin usaha secara online.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tahun 2025 melalui
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada aplikasi OSS RBA (Online
Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi secara Online pada aplikasi oss.go.id sepanjang tahun 2025
telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha/NIB terbit sejumlah 14.158 dan
dokumen legalitas terbit sejumlah 26.062.

Tabel 3.5 Data Legalitas Usaha Melalui OSS RBA Tahun 2025

1. NIB Terbit sejumlah 14.158
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2. Legalitas Terbit sejumlah 26.062
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Sumber data : https://oss.go.id
Catatan keterangan:
1.OSS RBA ( Online Single Submission Risk Based Approach ) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara

Online
2.Setiap Pelaku Usaha memiliki satu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa digunakan untuk lebih dari satu kegiatan usaha

Gambar 3. 5 Rekap Data Perizinan pada Dasboard Aplikasi OSS

Sumber : oss.go.id (filter data periode 01 Januari 2025 – 31 Desember 2025)
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 Aplikasi izinonline.bantulkab.go.id

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang
Perizinan Non Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tahun 2025 menyelenggarakan
pelayanan perizinan yang dilimpahkan OPD Teknis. Penyelenggaraan
layanan ini dapat diakses melalui layanan berbasis digital melalui SIM
Perizinan Online (https://izinonline.bantukab.go.id)

Tabel 3.6
Rekapitulasi Izin Terbit Tahun 2025

Melalui SIM Perizinan Online (https://izinonline.bantukab.go.id)

https://izinonline.bantukab.go.id
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 Aplikasi mppdigital.go.id

Penyelenggaraan perizinan bagi tenaga kesehatan, seperti dokter,
perawat, apoteker, dan profesi kesehatan lainnya, merupakan aspek penting
untuk memastikan bahwa setiap praktisi memiliki kompetensi yang sesuai
untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Sebelumnya,
proses perizinan sering kali memakan waktu lama karena persyaratan
administratif yang rumit, seperti dokumen, pengesahan, dan verifikasi yang
harus dilakukan di beberapa lembaga.

Dengan aplikasi MPP Digital, proses perizinan di sektor tenaga
kesehatan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. MPP Digital tidak
hanya mendukung efisiensi administrasi, tetapi juga berpengaruh dalam
meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan di Indonesia tidak
terkecuali di Kabupaten Bantul pada khususnya. Implementasi aplikasi ini
diharapkan semakin memberikan dampak pada penyelenggaraan sistem
perizinan di sektor kesehatan semakin maju, sejalan dengan visi transformasi
digital nasional.

Sumber: mppdigital.go.id, diambil 14 Januari 2026
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Tabel 3.7 Rekapitulasi Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan
Yang Diselenggarakan Melalui Mpp Digital
Periode 01 Januari Sd 31 Desember 2025

 Aplikasi simbg.go.id

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung telah mengubah paradigma perizinan bangunan di
Indonesia. Perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta kewajiban kepemilikan Sertifikat
Laik Fungsi (SLF) bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan upaya
penguatan standar teknis untuk menjamin keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung.

Dalam mendukung percepatan investasi dan tertib administrasi di
Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) memegang peran sentral sebagai otoritas penerbit perizinan.
Berdasarkan regulasi terkini, DPMPTSP Kabupaten Bantul berfungsi sebagai
simpul koordinasi yang menyatukan verifikasi administratif dengan validasi
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teknis. Peran ini sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap pembangunan
di Kabupaten Bantul selaras dengan rencana tata ruang wilayah serta
memenuhi legalitas hukum yang berlaku sebelum operasional bangunan
dimulai.

Sesuai dengan mandat Pasal 327 Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021, seluruh proses penyelenggaraan bangunan gedung harus
dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung
(SIMBG). Bagi DPMPTSP Kabupaten Bantul, implementasi SIMBG merupakan
pilar utama dalam transformasi digital pelayanan publik yang mencakup
beberapa aspek strategis:

1) Integrasi Alur Kerja

SIMBG memfasilitasi konektivitas antara pemohon, DPMPTSP sebagai
penyelenggara perizinan, dan OPD teknis (Dinas PUPKP) yang bertugas
melakukan inspeksi dan verifikasi lapangan.

2) Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh tahapan permohonan, mulai dari unggah dokumen teknis,
penjadwalan konsultasi tim profesi ahli, hingga penetapan retribusi daerah,
terekam secara digital dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat.

3) Standar Pelayanan Minimal

Penggunaan SIMBG memastikan bahwa prosedur penerbitan PBG dan SLF
di Kabupaten Bantul memiliki standar waktu dan kualitas yang konsisten,
mengurangi diskresi manual, dan mempercepat proses penerbitan dokumen
legalitas.

Melalui pemanfaatan SIMBG, DPMPTSP Kabupaten Bantul memastikan
bahwa setiap bangunan gedung tidak hanya memiliki izin di awal konstruksi
(PBG), tetapi juga terpantau kelaikan fungsinya melalui penerbitan SLF secara
berkala. Sinergi antara regulasi PP 16/2021 dengan platform digital ini menjadi
kunci bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan tata bangunan
yang aman, teratur, dan mendukung iklim investasi yang kondusif di daerah.
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Tabel 3.8 Rekapitulasi Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Terbit Tahun 2025

Sumber:simbg.go.id
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Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu terdapat satu
indikator dengan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Terpadu Tahun 2025

No.
Indikator
Kinerja
Utama

Capaian
2024

2025
Target Akhir

Renstra
(2026)

Capaian
terhadap

Akhir
Renstra
tahun

2026 (%)

Target Realisasi % Realisasi

1. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(Angka)

87,11 88 88,78 100,89% 86,25 102,93%

Sumber : esakip ROPK DPA Perubahan tahun 2025

Ekspektasi masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan
publik semakin tinggi. Masyarakat menuntut adanya perbaikan dari tahun ke
tahun hingga pelayanan publik dirasa efektif, efisien, dan akurat.
Penyelenggara pelayanan publik harus berusaha keras untuk dapat
merealisasikan harapan masyarakat tersebut. Hal ini sebagai perwujudan
paradigma birokrasi yang semula dilayani berubah menjadi melayani. Untuk
mencapai hal tersebut diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang harus
dilakukan dalam usaha memperbaiki pelayanan publik. Untuk mengetahui
seberapa besar kualitas layanan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul kepada
masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat melalui
penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala. Pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul.
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Tabel 3.10 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
DPMPTSP Kabupaten Bantul 2021-2025

No. Tahun Skor SKM
1. 2021 86,57
2. 2022 87,00
3. 2023 87,31
4. 2024 87,48
5. 2025 88,78

Sumber : Laporan SKM Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul

Dari Tabel 3.10 di atas dapat dijabarkan bahwa skor SKM DPMPTSP
Kabupaten Bantul mengalami tren naik terus setiap tahunnya sejak tahun 2021
walaupun dengan kenaikan yang tipis, dan pada tahun 2025 ini meningkat 1,30
poin yang berarti cukup signifikan, mengubah dari status pelayanan bernilai
“Baik” menjadi “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya
perbaikan dengan menyusun Rencana Tindak Lanjut pada setiap periode
survey sudah menunjukkan hasilnya. Hal ini juga tidak terlepas dari berbagai
inovasi yang kami laksanakan untuk mewujudkan pelayanan di DPMPTSP
Kabupaten Bantul sesuai moto pelayanan kami yaitu Mudah, Cepat, dan
Ramah.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten
Bantul yang masih menjadi prioritas juga di tahun 2025, yakni optimalisasi
penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik/MPP. Dengan membangun komitmen,
kerjasama antar instansi pemerintah, kinerja serta kualitas pelayanan yang
sesuai Standar pelayanan diharapkan MPP dapat memberikan pelayanan yang
optimal dan berdampak kepada masyarakat. MPP bertujuan memudahkan
akses dan mempercepat berbagai jenis pelayanan publik karena berada pada
satu lokasi.
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Gambar 3.10 Jumlah Kunjungan MPP Kabupaten Bantul
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Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan
Terpadu tentunya ada beberapa permasalahan/faktor penghambat maupun
faktor pendukung, antaralain:

Faktor Penghambat :

 Keterlambatan penyesuaian regulasi pusat yang harus segera diikuti
regulasi daerah;

 Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik belum
sepenuhnya terpenuhi;

 Terjadinya gangguan sistem aplikasi penyelenggaraan layanan;

 Rendahnya pemahaman responden terhadap pentingnya survei kepuasan;

 Kurangnya partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam
menilai kinerja penyelenggara pelayanan.

Faktor pendukung :
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 Terbangunnya koordinasi intensif dengan kementerian/Lembaga dan OPD
terkait

 Upaya Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan
secara bertahap dan berkelanjutan;

 Tim bidang IT yang berkoordinasi secara intensif dalam memperbaiki
kendala sistem aplikasi yang ada;

 Upaya sosialisasi yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui
berbagai media.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kepuasan
Masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1) Melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap layanan yang belum
memenuhi harapan masyarakat;

2) Menyelenggarakan sosialisasi pelayanan secara berkelanjutan baik
secara internal maupun eksternal melalui berbagai media;

3) Mengembangan inovasi penyelenggaraan pelayanan publik;

4) Mengembangan aplikasi survei kepuasan masyarakat berbasis online,
pelaksanaan survei secara daring dan melalui kuesioner untuk
meningkatkan jumlah responden;

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang
dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Terpadu. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini
terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator cakupan pelayanan
perizinan dan informasi pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai
sebesar 100%, program ini didukung :
 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu
di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota meliputi subkegiatan :
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif
Daerah;
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b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;

d. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal.

4. Program Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Pelaksanaan
Penanaman Modal dengan indikator Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan
Perizinan dan Non Perizinan pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100%
tercapai sebesar 100%, program ini didukung:
 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan
yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota meliputi
subkegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik;

B.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bantul

B.2.1 Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan misi
Pendayagunaan Potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan
investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Tugas pokok Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu.

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul dalam mewujudkan iklim investasi yang kompetitif
adalah:

 Penyediaan layanan prima, yaitu dengan menyelenggarakan
pelayanan terpadu satu pintu yang bersih, akurat, cepat, mudah, dan
murah dengan menghilangkan prosedur yang berbelit-belit untuk
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menarik minat investor;
 Perumusan kebijakan, yaitu dengan menyusun dan mengusulkan
kebijakan serta rencana pengembangan penanaman modal yang
mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;

 Pengembangan potensi lokal, yaitu dengan mengidentifikasi dan
mengembangkan potensi daerah, seperti sektor pariwisata dan
kerajinan, untuk menarik investasi yang berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi inklusif;

 Promosi dan sosialisasi, yaitu dengan melakukan perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar
negeri untuk mengenalkan peluang investasi di Bantul;.

 Fasilitasi dan penyelesaian masalah, yaitu dengan memberikan
pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan hukum untuk menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dan perusahaan investasi;

 Pemberian insentif dan kemudahan, yaitu dengan menerapkan insentif
dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan regulasi yang
berlaku untuk mendorong peningkatan ekonomi daera;.

 Penerapan Inovasi dan Sistem Manajemen Mutu untuk menjaga
kualitas dan profesionalisme pelayanan;

 Koordinasi dengan pemangku kepentingan, yaitu dengan Melakukan
koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait,
akademisi, dan asosiasi untuk menciptakan ekosistem investasi yang
baik.

Tabel 3.11
Rencana dan Realisasi Capaian

Tujuan Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif

No
Indikator Kinerja

Utama
Capaian

2024

2025 Target
Akhir

Renstra
(2030)

Capaian
terhadap

Akhir
Renstra
tahun

2030(%)

Target Realisasi
%

Realisasi

1. Pertumbuhan nilai
investasi

25,24%*) 11,78% 20,92% 177,58% 11,83% 176,84%

*) Dengan dukungan Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, diolah

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.
Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 11,78%, realisasi sebesar 20,92%,
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tercapai 177,58% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun
2030 (akhir Renstra) sebesar 11,83%. Capaian tahun 2025 ini telah
menyumbangkan 176,84% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Pertumbuhan Nilai Investasi (Persen) dihitung berdasarkan formulasi : Jumlah
investasi s.d tahun n dikurangi jumlah investasi s.d tahun n-1 di
Kabupaten/Kota dibagi jumlah investasi s.d tahun n-1 di kabupaten/Kota
dikali100%, sebagai berikut:

(Rp4.363.137.212.555,05-Rp3.608.270.501.500,05)/Rp3.608.270.501.500,05x
100%= 20,92%

Iklim investasi yang kondusif, stabil, dan mendukung akan menarik lebih
banyak investor, sehingga meningkatkan jumlah dan nilai investasi yang
masuk. Iklim investasi yang kompetitif, yang didukung oleh stabilitas ekonomi
dan politik, kepastian regulasi, infrastruktur memadai, dan kemudahan
birokrasi, menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor untuk
menanamkan modalnya.

B.2.2 Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bantul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam mewujudkan misi
Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung
investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk. Tugas pokok Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu.

Sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam mendukung visi misi Bupati adalah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu/PTSP.

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu/ PTSP adalah:
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 Kemudahan dan kecepatan pelayanan, memangkas birokrasi dan
mempersingkat waktu pengurusan izin;

 Kepastian hukum dan transparansi, yaitu penyelenggaraan yang terstandar
di PTSP dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam setiap
tahapan proses perizinan. Ini mengurangi risiko dan ketidakpastian bagi
investor;

 Peningkatan kepercayaan investor dengan memberikan pelayanan yang
baik, termasuk dari sisi petugas, sistem, dan fasilitas;

 Promosi dan informasi yang efektif, menyampaikan potensi yang ada di
daerah;

 Dukungan terhadap Kebijakan Pembangunan: Peningkatan kualitas
layanan penanaman modal dan PTSP merupakan bagian dari implementasi
kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk menarik investasi lebih besar
demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.12
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu/PTSP

No
Indikator Kinerja

Utama

Capaian
2024
(milyar
rupiah)

2025 Target
Akhir

Renstra
(2030)

Capaian
terhadap

Akhir
Renstra
Tahun

2030(%)

Target
(milyar
rupiah)

Realisasi
(milyar
rupiah)

Realisasi
%

1. Realisasi Nilai
Investasi (PMDN +
PMA)Tahun n

727,12*) 425 754,86 177,61% 745,57 101,13%

*) Dengan dukungan Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, diolah

Formulasi Nilai Realisasi Investasi yang ditetapkan pada RPJMD
Kabupaten periode Tahun 2025-2029 adalah Realisasi Tahun n - realisasi
tahun (n-1). Nilai Investasi Kabupaten Bantul merupakan realisasi investasi
yang berlangsung di Kabupaten Bantul berdasarkan Laporan Kegiatan
Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima Kementerian Investasi
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dan Hilirisasi/BKPM dari Perusahaan PMA ( Penanaman Modal Asing ) dan
PMDN ( Penanaman Modal Dalam Negeri ) melalui sistem aplikasi OSS RBA
(Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi secara Online (https://0ss.go.id).

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.
Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah Rp425milyar, realisasi sebesar
Rp754,86miliar., tercapai 177,61% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.
Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) target yang
ditetapkan lebih rendah sebesar Rp394,80milyar tercapai Rp727,12miliar atau
tercapai sebesar Rp184,17%.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar Rp745,57miliar
Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 101,13% dari target akhir
Renstra tahun 2030.

Gambar 3.7 Target Realisasi Investasi Tahun 2025

Sumber: Instragram DPMPTSP Kabupaten Bantul
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Sumber: Instragram DPMPTSP Kabupaten Bantul

Gambar 3.8 Capaian Realisasi Investasi 4 Tahun Terakhir
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Sumber: Instragram DPMPTSP Kabupaten Bantul

Realisasi investasi di Kabupaten Bantul pada periode 2022–2025
menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama didorong oleh kontribusi
lima sektor usaha utama, yaitu industri kertas dan percetakan, industri tekstil,
perdagangan dan reparasi, transportasi, pergudangan dan komunikasi, serta
sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Peningkatan realisasi
investasi pada sektor-sektor tersebut mencerminkan potensi dan prospek
pengembangan yang baik, didukung oleh berbagai faktor antara lain potensi
pariwisata daerah, ketersediaan sumber daya manusia yang terdidik dan
terampil, dukungan infrastruktur yang memadai, stabilitas politik, serta
kebijakan pemerintah daerah yang pro-investasi melalui pemberian insentif dan
kemudahan perizinan.

Gambar 3.9 Serapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul
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Sumber: Instragram DPMPTSP Kabupaten Bantul

Tabel 3.13

Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul

Tahun
Jumlah
Proyek

Penyerapan
Tenaga Kerja
PMDN

Penyerapan
Tenaga Kerja

PMA

Penyerapan
Tenaga
Kerja

PMA+PMDN

Pertumb
uhan
Penyera
pan

Tenaga
Kerja

PMDN+PMA (Orang) (Orang) (Orang) (Orang)
s.d
2021 647 13.168 18.058 31.226 1.773
s.d
2022 584 14.492 19.582 34.074 2.848
s.d
2023 1.631 17.028 21.147 38.175 4.101
s.d
2024 2.105 26.984 23.261 50.245 12.070
s.d
2025 3.246 31.165 26.323 57.488 7.243

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu, 2025 (diolah)

Sasaran peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP terukur dengan indikator kinerja
peningkatan nilai investasi yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Dalam upaya mencapai sasaran peningkatan mutu dan kualitas
penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu/PTSP,
terdapat permasalahan mempengaruhi capaian kinerja.



61

Tabel 3.14
Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong

No Faktor Penghambat Faktor Pendorong
1 Perizinan dan birokrasi

sistem perizinan telah berbasis
OSS, masih terdapat kendala
pemahaman pelaku usaha, serta
proses perizinan teknis lintas
OPD yang memerlukan waktu
dan koordinasi lebih optimal

⮚ Sosialisasi yang intensif baik secara
langsung maupun mengoptimalkan
saluran media sosial⮚ Penyelenggaraan FGD /Focus Group
Discusion antar Stakeholder

2 Pertanahan dan kesesuaian
tata ruang
Masih ditemui status tanah yang
belum clean and clear, potensi
sengketa lahan, serta lokasi
usaha yang belum sesuai dengan
RTRW

⮚ Berproses penyusunan
IPRO/Investment Project Ready to
Offer
(Penyediaan lahan yang sesuai
peruntukan dan memastikan tidak ada
resistensi dari Masyarakat sekitar)⮚ Implementasi terkait Penetapan RDTR
Pansela, Bantul Barat dan Bantul timur

3 Penerimaan sosial Masyarakat
Masuknya investasi perlu tetap
menjaga harmonisasi sosial,
sehingga investasi tidak
menimbulkan konflik di
masyarakat

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha
dalam merealisasikan
Kegiatan Usahanya

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, 2025

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Inovasi yang telah dilaksanakan adalah :

 GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung)

Keunggulan inovasi Gampil antara lain :

a. Jangka waktu penyelesaian izin kurang dari 1 jam

b. Berkolaborasi dengan OPD lain yang mempunyai binaan seperti Dinas
Pertanian (binaannya Gapoktan dan KWT), Dinas Perikanan (binaannya
HNSI, Kelompok Usaha Perikanan), DKUKMP ( binaannya UMKM,
pedagang pasar, koperasi dan sebagainya), Dinas Pariwisata (Pokdarwis
dan Desa Wisata) serta OPD lainnya. Perangkat wilayah lainnya seperti
kecamatan, desa dan dusun, juga berkolaborasi dengan Bank BRI dan
BPD DIY, serta instansi vertikal BBPOM DIY.
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c. Pelayanan langsung perizinan dapat dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai
perencanaan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh kelompok/ komunitas
dengan waktu menyesuaikan / fleksibel.

d. Mendatangi lokasi-lokasi yang minus teknologi informasi seperti tidak
punya sarana prasarana komputer dan jaringan internet serta ke Lokasi
kantong kemiskinan agar masyarakat mendapatkan kemudahan memiliki
izin usaha, juga memenuhi permintaan sejumlah wilayah untuk difasilitasi
pendampingan OSS, konsultasi dan pemberian NIB (Nomor Induk
Berusaha), yang pada akhirnya memberikan legalitas kepada pelaku usaha
sehingga mereka dapat mengakses pengadaan barang dan jasa menjadi
penyedia yang legal.

Manfaat Inovasi Gampil ini berdampak pada masyarakat menjadi sadar
berizin dalam melakukan usahanya dan terjadi perubahan mindset bahwa
mengurus izin itu adalah mudah (bahasa Jawa halus : gampil).

Output inovasi ini adalah :

 Menerbitkan Izin usaha/NIB atau Nomor Induk Berusahan dalam satu
jam;

 Memberi pemahaman kepada masyarakat untuk sadar berizin untuk
usahanya;.

 Meminimalisir pengurusan izin lewat calo;

 Mendekatkan pelayanan izin kepada pemohon Izin (daerah-daerah
pelosok, minus teknologi dan kantong kemiskinan);

 Memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi Masyarakat;

 Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai nilai-nilai
budaya pemerintahan .

 GEPLAK (Gerakan Pendampingan LKPM)

Inovasi Geplak memberikan pendampingan dan bimbingan kepada
pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam penyusunan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) sehingga diharapkan pelaku usaha semakin
memahami serta menyadari ketentuan dan kewajiban yang harus dipatuhi
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dalam melakukan kegiatan usaha seperti melaporkan LKPM secara tertib
setiap periodenya.

LKPM merupakan instrumen utama untuk memantau perkembangan
realisasi investasi, penggunaan tenaga kerja, dan kewajiban perusahaan,
seperti pelatihan tenaga kerja, kemitraan dengan UMKM, CSR, dan
pengelolaan lingkungan. Dengan LKPM, Pemerintah Kabupaten Bantul dapat:

 Memantau realisasi investasi: LKPM membantu memantau
perkembangan realisasi investasi di didaerah, baik dari dalam negeri
maupun luar negeri.

 Meningkatkan transparansi: LKPM meningkatkan transparansi dalam
kegiatan penanaman modal, sehingga pemerintah dapat membuat
kebijakan yang lebih tepat sasaran.

 Meningkatkan kepercayaan investor: LKPM juga meningkatkan
kepercayaan investor, karena mereka dapat melihat bahwa pemerintah
memantau dan mengatur kegiatan penanaman modal dengan baik.

 FAMOUS (Fasilitasi Mediasi Pemohon yang Mengurus Izin)

Sebagai upaya memfasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan
yang dihadapi pelaku usaha, mengupayakan mediasi pada pemohon/investor
yang sedang mengalami kendala/hambatan dalam menempuh proses
perizinannya. Fasilitasi dan mediasi dilakukan baik dengan OPD/K/L yang
terkait proses perizinan yang sedang ditempuh, atau dengan masyarakat yang
terdampak dalam proses perizinan. Sehingga dengan inovasi ini diharapkan
permasalahan perizinan dapat diselesaikan dengan cepat dan proses investasi
lebih lancar.

 Lantip (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan)

Merupakan inovasi teknologi pelayanan perizinan non berusaha di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Bantul, berupa aplikasi dengan sistem online untuk mempermudah pemberian
layanan bagi masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien, karena dapat
diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga masyarakat tidak perlu datang
langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten Bantul untuk mendapatkan
pelayanan. Jenis izin yang dilayani di Lantip sebanyak 79 izin.
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 Sipot (Sistem Perizinan Online Terintegrasi)

Inovasi teknologi pelayanan perizinan non berusaha di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Bantul, berupa aplikasi dengan sistem online (dalam jaringan) yang sudah
terhubung secara teknis dengan aplikasi perizinan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) teknis yang mengeluarkan rekomendasi perizinan non berusaha
secara terintegrasi atau berbagi pakai.

 Primafiera (Pembayaran Retribusi Melalui ATM, Fintech, E_Retribusi,
Aman)

Merupakan inovasi pembayaran biaya retribusi perizinan secara online
atau system pembayaran non tunai. Inovasi Primafiera merupakan
pengembangan dari Inovasi Prima (Pembayaran Retribusi melalui Anjungan
Tunai Mandiri (ATM) ) sebagai upaya Pemkab Bantul untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik agar prosedur perizinan menjadi lebih transparan dan
akuntabel. Program transaksi nontunai sangat mempermudah pembayaran
retribusi seperti pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),
Retribusi Izin Trayek, Retribusi Surat Izin Usaha Perikanan, Retribusi Surat Izin
Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan Biaya Jasa Bongkar (Jabong)
Reklame. Pemohon perizinan tidak perlu repot-repot membawa uang tunai,
cukup membayar melalui layanan yang diberikan oleh Bank BPD DIY.

Pengembangan Inovasi Primafiera yakni pembayaran yang dilakukan
melalui layanan Bank BPD DIY dan fintech yang bekerjasama dengan BPD
DIY yakni: Mobile Banking BPD DIY, ATM BPD DIY, Teller BPD DIY, Agen
Laku Pandai BPD DIY, DANA, Gojek, Tokopedia, Link Aja dan Indomaret.

 Adrem Manis (Administrasi Izin Reklame melalui Aplikasi GIS/ Geographic
Information System)

Dengan inovasi ini mempermudah proses administrasi izin reklame,
pelayanan yang lebih cepat dan transparan, dan data yang lebih akurat dan
terintegrasi. Beberapa manfaat dari iImplementasi inovasi ini adalah:

 informasi mengenai titik lokasi reklame yang berbentuk baliho, videotron
dan billboard yang sudah berizin dalam bentuk peta spasial;
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 Pemantauan secara real time dan akurat lokasi papan reklame yang tidak
berizin maupun sudah habis masa berlakunya (mengurangi papan reklame
illegal);

 Sistem Informasi Geografis dapat diakses secara langsung kapanpun dan
dimanapun sehingga meminimalisir kendala tempat dan waktu;

 Sebagai fitur pengaduan dan pengawasan bagi reklame berbentuk baliho,
videotron dan billboard.

 Pepes Ikan ( Peta Potensi Investasi yang Menjanjikan )

Peningkatan investasi daerah merupakan salah satu faktor penting
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bantul memiliki beragam
potensi unggulan di berbagai sektor, seperti pariwisata, industri kreatif,
pertanian, perikanan, hingga perdagangan dan jasa. Namun demikian,
pemanfaatan potensi tersebut belum optimal karena keterbatasan akses
informasi yang komprehensif, akurat, dan mudah diakses oleh calon investor
maupun masyarakat luas.

Selama ini, informasi peluang investasi di Kabupaten Bantul masih
tersebar dalam berbagai dokumen dan media yang belum terintegrasi secara
digital, khususnya dalam bentuk peta berbasis Geographic Information System
(GIS). Kondisi tersebut menyebabkan calon investor mengalami kesulitan
dalam memperoleh gambaran lokasi, ketersediaan infrastruktur pendukung,
serta status perizinan suatu potensi investasi secara cepat dan tepat.
Akibatnya, proses pengambilan keputusan investasi menjadi kurang efektif dan
berpotensi menghambat masuknya investasi ke daerah.

Penyediaan peta potensi investasi yang dapat diakses melalui satu
portal digital menjadi kebutuhan strategis guna meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan, memperkuat promosi investasi daerah, serta mendukung
pengambilan kebijakan berbasis data. Berdasarkan kondisi tersebut,
Pemerintah Kabupaten Bantul menginisiasi inovasi PEPES IKAN (Peta Potensi
Investasi Menjanjikan) sebagai aplikasi berbasis peta digital yang menyajikan
informasi potensi investasi secara spasial, akurat, dan real time. Aplikasi ini
diharapkan mampu mempermudah calon investor dalam mengidentifikasi
peluang investasi, membantu pemerintah daerah dalam updating potensi
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investasi berkelanjutan, serta meningkatkan meningkatkan capaian investasi di
Kabupaten Bantul.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, disebutkan
bahwa salah satu kemudahan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bantul
adalah kemudahan akses informasi mengenai penanaman modal. Pembuatan
aplikasi ini adalah untuk menjawab tentang adanya kemudahan informasi
penanaman modal.

Manfaat inovasi PEPES IKAN adalah :

 Meningkatkan kemudahan akses informasi peluang potensi investasi
di Kabupaten Bantul.

 Integrasi informasi potensi investasi daerah di Kabupaten Bantul
membantu perangkat daerah dalam melakukan pendataan,
pemantauan, serta penyediaan layanan informasi secara lebih cepat
dan terstruktur.

 Sistem Informasi Geografis dapat diakses secara langsung
kapanpun dan dimanapun sehingga meminimalisir kendala tempat
dan waktu.

 Ketersediaan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses
diharapkan dapat menarik minat investor secara wajar serta
mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sesuai potensi yang
dimiliki Kabupaten Bantul.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Realisasi Nilai Investasi (PMDN
+PMA)Tahun n tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu
dilakukan pada Tahun 2026 supaya IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai
adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Mengoptimalkan Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar
(PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah;
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3. Menyelenggarakan Reviu Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota;

4. Menyediakan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota;

5. Menyusun Strategi Promosi Penanaman Modal;

6. Menyelenggarakan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten;

7. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah;

8. Mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik;

9. Mengoptimalkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan;

10.Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;

11.Menyelenggarakan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan
NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten;

12.Mengoptimalkan Penyelenggaraan kegiatan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten;

13.Melaksanaan rangkaian inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan
Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan
untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul sebesar Rp7.360.678.450,00
yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar
Rp7.013.390.281,00, atau sebesar 95,28%.
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Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai
program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran
adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No Sasaran Anggaran (Rp) %
1 Meningkatnya nilai investasi Rp315.611.422,00 4%

2 Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu Rp800.144.770,00 11%
Jumlah Rp1.115.756.192,00 15%

Belanja Pendukung Rp6.244.842.458,00 85%
Total Belanja Rp7.360.598.650,00 100%

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk
penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung
pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung.
Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang
terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Satu Pintu Kabupaten Bantul sebesar Rp1.115.756.192,00atau sebesar 15% dari
total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar
Rp Rp6.244.842.458,00 atau sebesar 85% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung
pencapaian sasaran, sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu dengan besaran anggaran 11% dari
total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah
sasaran Meningkatnya nilai investasi. sebesar 4% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
terdiri dari balanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan
belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan
ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar
Rp6.244.842.458,00 teralisasi sebesar 94,90%. Serapan ini tidak bisa
maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan
pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul. akan tetapi tetap di
alokasikan anggarannya.
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Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 95,28% dari total
anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk
program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar
97,38%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar
94,90%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran
terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai Realisasi Investasi sebesar
98,47%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di
IKU Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu sebesar 96,94%. Jika dilihat dari
serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya nilai investasi
menyerap anggaran paling besar yaitu 98,47% dari target. Sedangkan sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu menyerap anggaran terkecil yaitu
96,94% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama
disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No Indikator
Kinerja

Kinerja Anggaran
Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi

(Rp) %
1 Nilai

Realisasi
Investasi

100 100 100 315.611.422 310.803.558 98,47

2 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
terpadu

100 100 100 800.144.770 775.733.638 96,94

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 4,72%, dari total anggaran
belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan
akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah
ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,40%,
sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,32%. Jika
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dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada
program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 0,33%,
sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai
Realisasi Investasi sebesar 0,07%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per
sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu, memiliki
efisiensi anggarannya paling besar yaitu 0,33% dari anggaran target. Sedangkan
sasaran Meningkatnya nilai investasi, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,07%
dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai
program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai
berikut:

Tabel 3.17
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No Sasaran/Indikator Kinerja Anggaran
Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi %

1 Meningkatnya nilai investasi
(Nilai Realisasi Investasi)

315.611.422 310.803.558 4.807.864 0,07

2 Meningkatnya kualitas
pelayanan terpadu
(Indeks Kepuasan
Masyarakat)

800.144.770 775.733.638 24.411.132 0,33

Jumlah 1.115.756.192 1.086.537.196 29.218.996 0,40
Belanja Pendukung 6.244.842.458 5.926.853.085 317.989.37

3
4,32

Total Belanja
7.360.598.650 7.013.390.281

347.208
369 4,72

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan
Gender

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten
Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasii guna untuk
kesejahteraan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bantul Ikut mendukung Program Penyelenggaraan
Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang
memiliki tugas pelaksanaan / Implementasi Budaya Pemerintahan
Kabupaten/Kota ( SATRIYA ) melalui Penerapan budaya Inovasi dalam
penyelenggaraan pelayanan.
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bantul dalam penyelenggaraan pelayanan melaksanakan inovasi yang diberi
nama Gampil (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) merupakan
pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu Inovasi Pelayanan perizinan
keliling yang terbit dalam satu hari yang disebut Paket Sari dengan
pemohon difokuskan di wilayah kecamatan terdekat dengan lokasi Paket Sari
berupa layanan penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan IMB (Izin
Mendirikan Bangunan) dalam satu hari. Paket Sari dikembangkan menjadi
Gampil mulai tahun 2021 karena layanan sudah bertambah bukan hanya
perizinan berusaha melalui OSS dan non berusaha tetapi juga mencakup
layanan lainnya seperti konsultasi perizinan dan permasalahan berkaitan
perizinan.

Inovasi Gampil mendatangi lokasi-lokasi yang minus teknologi informasi
seperti tidak punya sarana prasarana komputer dan jaringan internet serta ke
lokasi kantong kemiskinan agar masyarakat mendapatkan kemudahan memiliki
izin usaha, juga memenuhi permintaan sejumlah wilayah untuk difasilitasi
pendampingan OSS, konsultasi dan pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha),
yang pada akhirnya memberikan legalitas kepada pelaku usaha sehingga
mereka dapat mengakses pengadaan barang dan jasa menjadi penyedia yang
legal.

Beberapa isu gender juga ditangani melalui program kegiatan subkegiatan
ini, bahwa:

 Adanya kesenjangan akses belum seluruh wilayah di Kabupaten Bantul
memiliki sarana prasarana teknologi untuk mendapatkan perizinan usaha;

 Berdasarkan dari Lembaga OSS, di Bantul diketahui 5 (lima) besar Klasifikasi
Baku dimungkinkan dari data tersebut diketahui pelaku usaha kebanyakan
perempuan. Oleh karena itu perlu keberpihakan untuk dapat menerbitkan
legalitasusahanya .
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F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral
agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten
Bantul, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Inventarisasi lintas Sektoral

No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

1. Penyelengga
raan Mal
Pelayanan
Publik (MPP)

Kantor
Pertanahan
(ATR/BPN)
Kabupaten
Bantul

Konsultasi dan
Perizinan Pertanahan
terkait Pertimbangan
Teknis Pertanahan
(PTP)

Konsultasi dan PTP Pemohon layanan
pertanahan

Memberikan
kemudahan,
kecepatan,
keterjangkauan,
keamanan, dan
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

kenyamanan kepada
masyarakat dalam
mendapatkan
berbagai jenis
pelayanan dari
berbagai instansi di
satu lokasi terpadu

Dinas
Pertanahan
dan Tata
Ruang
Kabupaten
Bantul

1. Layanan
Pertimbangan
Teknis Pertanahan
(PTP) untuk
Persetujuan
Kesesuaian
Kegiatan
Pemanfaatan
Ruang (PKKPR)
Kegiatan Non

Layanan PTP untuk
PKKPR (Berusaha
dan Non Berusaha)

Pelaku Usaha dan
masyarakat umum
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Berusaha
2. Layanan PTP
untuk PKKPR
Kegiatan Berusaha

Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Bantul

1. Izin Tenaga Medis
2. Izin Tenaga
Kesehatan

3. Izin Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

Rekomendasi Izin
Tenaga
Medis/Kesehatan
dan Fasilitas
Kesehatan

1. Tenaga medis
2. Tenaga
kesehatan

3. Pemilik Faskes



75

No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Dinas
Kependuduka
n dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Bantul

1. Pencetakan Kartu
Identitas Anak
(KIA)

2. Pencetakan Kartu
Keluarga (KK)

3. Pencetakan Akta
Kelahiran

4. Pelayanan Identitas
Kependudukan
Digital (IKD)

1. KIA
2. KK
3. Akta Kelahiran
4. IKD

Pemohon
administrasi
kependudukan

Balai Besar
POM DI
Yogyakarta

1. Informasi dan
Pengaduan Obat
dan Makanan

2. Penerbitan Surat
Keterangan Ekspor
(SKE)

3. Penerbitan Surat
Keterangan Impor
(SKI)

1. SKE
2. SKI
3. Rekomendasi/Ser
tifikat CPKB,
CPPOB, CPOTB,
CDOB

4. Notifikasi
Kosmetika

Pelaku Usaha
obat, makanan,
dan kosmetika
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

4. Layanan
Rekomendasi
Sertifikat
Penerapan ASPEK
CPKB

5. Layanan
Sertifikat/Rekomen
dasi Izin
Penerapan CPPOB

6. Layanan
Rekomendasi
Sertifikat
Pemenuhan Aspek
CPOTB Bertahap

7. Layanan
Rekomendasi
Notifikasi
Kosmetika

8. Layanan Sertifikat
CDOB
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

BPJS
Ketenagakerja
an (BPJSTK
atau BP
Jamsostek)

1. Informasi Saldo
JHT

2. Informasi Program
Jaminan
Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan
Kematian (JK),
Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan
Pensiun (JP), dan
Jaminan
Kehilangan
Pekerjaan (JKP)

3. Pendaftaran
BPJSTK untuk
Perusahaan

4. Pendaftaran
BPJSTK untuk
Sektor Mandiri

1. Akun BPJSTK
2. Pendaftaran
Perusahaan/Man
diri/Jasa
Konstruksi

1. Perusahaan
2. Pekerja
mandiri

3. Sektor
konstruksi
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

5. Informasi klaim
JHT, JKK, JKM, JP

6. Pendaftaran Jasa
Konstruksi

BPJS
Kesehatan

1. Perubahan Data
2. Pendaftaran
Peserta Mandiri

3. Pendaftaran bayi
baru lahir (ibu aktif
PBI APBN)

4. Pindah FKP
(Fasilitas
Kesehatan
Pertama)

5. Pemberian
informasi dan
pengaduan

1. Akun BPJS
Kesehatan

2. Perubahan data
3. Pendaftaran
peserta

Masyarakat umum
(Peserta
Mandiri/PBI)



79

No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Dinas
Pekerjaan
Umum
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
(DPUPKP)
Kabupaten
Bantul

1. Informasi terkait
Sistem Informasi
Manajemen
Bangunan Gedung
(SIMBG)

2. Pendampingan
Pendaftaran
SIMBG

1. Akun SIMBG
2. Informasi dan
pendampingan
SIMBG

Pemilik bangunan
gedung

Samsat
Corner

Pembayaran pajak
kendaraan bermotor 1
tahunan (domisili
dalam dan luar DIY)

Tanda pelunasan
pajak kendaraan
bermotor (1
tahunan)

Pemilik kendaraan
bermotor
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Service Point
BNN

1. Surat Keterangan
Hasil Pemeriksaan
Narkoba

2. Permohonan
narasumber
penyuluhan anti
narkoba

3. Pengaduan
Masyarakat

Surat Keterangan
Hasil Pemeriksaan
Narkoba

Masyarakat umum

SIM Keliling
Satlantas
Polres Bantul

Perpanjangan masa
berlaku SIM A dan C
(domisili dalam dan
luar DIY)

SIM A dan SIM C Pengemudi
kendaraan
bermotor
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

KPP Pratama
Bantul

1. Layanan konsultasi
permohonan
NPWP

2. Layanan proses
pemadanan NIK –
NPWP

3. Layanan pelaporan
SPT Tahunan

4. Layanan konsultasi
perpajakan lainnya

1. NPWP
2. Pemadanan
NIK-NPWP

3. Pelaporan SPT

Wajib Pajak

PT TASPEN 1. Layanan informasi
dan pengurusan
program Tabungan
Hari Tua (JHT),
Pensiun, Jaminan
Kecelakaan Kerja
(JKK), dan
Jaminan Kematian
(JKM)

Layanan program
JHT, Pensiun, JKK,
dan JKM

ASN dan
Pensiunan
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

2. Layanan informasi
dan pengurusan
serta pendaftaran
program dari
Taspen Group

Pengadilan
Agama
Kabupaten
Bantul

1. Penyerahan
produk Pengadilan
Agama (Akta
Cerai, Salinan
Putusan, dan
Salinan
Penetapan)

2. Informasi
persyaratan

1. Akta Cerai
2. Salinan Putusan
3. Salinan
Penetapan

Masyarakat
pencari keadilan di
PA

Kantor POS
Bantul/PT

1. Layanan
Pengiriman Barang
dan Dokumen

1. Meterai
2. Benda filateli
3. Jasa pengiriman

Masyarakat umum
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

POS 2. Jasa Keuangan
Lainnya
(kirim/terima uang
dari dalam dan luar
negeri, bayar
tagihan bulanan
listrik hingga pajak,
top up saldo e-
money dan e-
wallet, dan beli
pulsa, tiket
transportasi)

3. Penjualan materai
dan benda filateli

4. Jasa keuangan
lainnya

Pengadaan
Barang dan
Jasa Setda

1. Pendaftaran dan
Verifikasi Penyedia
Baru SPSE

2. Pendaftaran
Katalog Elektronik

Akun INAPROC
(SPSE dan Katalog
Elektronik)

Penyedia
barang/jasa
(Vendor)
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Bantul 3. Helpdesk dan
Konsultasi LPSE
Bantul

Bank BPD DIY Layanan Perbankan Akun
Rekening/Layanan
Perbankan

Nasabah
perbankan

Kejaksaan
Negeri

Pembayaran dan
Pengambilan Bukti
Tilang

Pengambilan Bukti
Tilang (STNK/Surat
Tilang)

Pelanggar lalu
lintas

Kementerian Offline 1. Konsultasi
Haji/Nikah

1. Masyarakat
umum
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Agama 1. Konsultasi Haji
2. Penggabungan
Mahram

3. Permohonan
Rekomendasi
Bantuan Lembaga
Pendidikan Agama
Islam

4. Pengelolaan Surat
Masuk

5. Permohonan
Rekomendasi Izin
Pendirian Tempat
Ibadah

6. Konsultasi
Pernikahan

7. Permohonan
Sertifikasi Produk
Halal

2. Sertifikasi Halal
3. Izin Lembaga
Keagamaan/Ibad
ah

4. Izin Penelitian

2. Lembaga
keagamaan

3. Pelaku Usaha
halal.
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Online

1. Permohonan Surat
Keputusan
Pembimbing Haji

2. Permohonan Surat
Pengantar
Penerbitan
Kembali Biaya
Perjalanan Ibadah
Haji (BPIH)

3. Pengukuran Arah
Kiblat

4. Permohonan Data
Pernikahan

5. Permohonan Data
Tempat Ibadah
Muslim

6. Permohonan Surat
Keterangan Nomor
Identitas (ID)
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Nasional Masjid
dan Mushola

7. Penerbitan Surat
Keterangan
Terdaftar (SKT)
Majlis Taklim

8. Permohonan
Perpanjangan
Penerbitan Surat
Keterangan
Terdaftar (SKT)
Majlis Taklim

9. Pelayanan
Pembaca Doa

10.Permohonan
Rekomendasi
Pencairan Bantuan
Majlis Taklim

11.Permohonan
Rohaniawan

12.Permohonan Surat
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Keterangan
Sebagai Pimpinan
Pondok
Pesantren/Kepala
Satuan Pendidikan
untuk syarat
pencairan dana
BOS

13.Permohonan
Rekomendasi
Pendaftaran
Lembaga
pendidikan Al-
Quran (LPQ)

14.Permohonan
Rekomendasi
Pendaftaran
Keberadaan
Pesantren

15.Permohonan
Pendaftaran
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Madrasah Diniyah
Takmiliyah

16.Permohonan
Rekomendasi
Bantuan Sarana
Ibadah Pendidikan
Agama Islam pada
Sekolah

17.Permohonan Surat
Keputusan
Kelembagaan
(FKG, KKG,
MGMP, Pokja
KTU, KKMRA,
KKMI, KKMTs,
MGBK)

18.Permohonan
Rekomendasi
Pindah Sekolah
Jenjang MI dan
MTS



90

No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

19.Permohonan Data
Madrasah

20.Permohonan
Rekomendasi
Bantuan

21.Permohonan
Rekomendasi
Surat Keterangan
Keaktifan
Kelembagan
Madrasah

22.Permohonan
Rekomendasi
Pendaftaran
Ormas
Keagamaan

23.Permohonan
Rekomendasi Izin
Kegiatan
Keagamaan

24.Permohonan



91

No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Rekomendasi
Bantuan
Pembangunan
Rumah
Ibadah/Sosial
Keagamaan

25.Permohonan
Penerbitan Izin
Penelitian

26.Permohonan
Penerbiatan Izin
PKL/PPL/Magang

BPR Bank
Bantul

1. Pemberian
Informasi
Perbankan

2. Pembukaan
Tabungan

1. Rekening
Tabungan

2. Informasi
Perbankan

Nasabah
Perbankan
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bantul

1. Pelayanan
dokumen
lingkungan beserta
Peraturan
Teknisnya (Pertek)

2. Pelayanan Pertek
air limbah, emisi

3. Pelayanan Rincian
Teknis (Rintek)
Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3)

1. Dokumen
Lingkungan
(Pertek Air
Limbah/Emisi)

2. Rincian Teknis
(Rintek) Bahan
Berbahaya dan
Beracun (B3)

Pelaku
Usaha/kegiatan
wajib dokumen
lingkungan

Imigrasi (Unit
Layanan
Paspor)

1. Pembuatan Paspor
2. Penggantian
Paspor Lama

1. Paspor Baru
2. Paspor
Perpanjangan

Masyarakat umum
(pemohon paspor)

Dinas
Koperasi UKM

Pelayanan Perizinan
Berusaha Bidang

Izin Usaha Bidang
Perdagangan (Toko

Pelaku Usaha
perdagangan
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Perindustrian
dan
Perdagangan

Perdagangan (Toko
Swalayan dan
Gudang)

Swalayan/Gudang)

Pengadilan
Negeri

1. Advis/Konsultasi
Hukum

2. Pembuatan
Dokumen Hukum

3. Pengajuan
Permohonan Surat
Keterangan Belum
Pernah Dipidana
dan Surat
Keterangan Tidak
Dicabut Hak
Pilihnya

4. Pengajuan
Permohonan Ijin

1. Dokumen Hukum
2. Surat
Keterangan
Tidak Pernah
Dipidana

3. Izin Besuk

Masyarakat umum
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Besuk Tahanan
5. Layanan Informasi

2 Penyelengga
raan Inovasi
Gerakan
Melayani
Perizinan
Langsung
(GAMPIL)

Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Kabupaten
Bantul

Inisiator dan
pelaksana program
GAMPIL, memberikan
pendampingan teknis
pembuatan NIB

NIB Pelaku UMKM Mempercepat
legalitas usaha bagi
pelaku UMKM di
tingkat wilayah
(Kapanewon/Kalurah
an), memfasilitasi
pendataan usaha
yang akurat, serta
mendekatkan akses
permodalan dan
sertifikasi halal

Pemerintah
Kapanewon
dan Kalurahan

Memfasilitasi tempat
dan mengkoordinasi
Pelaku UMKM di

Fasilitasi tempat
dan koordinasi
Pelaku Usaha

Pelaku UMKM di
wilayah setempat
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

setempat wilayah mereka dalam
melaksanakan
program GAMPIL

kepada masyarakat

Dinas
Koperasi UKM
Perindustrian
dan
Perdagangan

Pendataan Pelaku
UMKM ke Aplikasi
Sistem Informasi Data
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (Sidakui)

Pendataan Aplikasi
Sidakui

Pelaku UMKM

Kantor
Kementerian
Agama

Memberikan
penyuluhan terkait
sertifikasi halal bagi

Penyuluhan
Sertifikasi Halal

Pelaku UMKM
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Kabupaten
Bantul

Pelaku UMKM

Bank BPD DIY Memberikan
sosialisasi mengenai
Kredit Usaha Rakyat
(KUR)

Sosialisasi Kredit
Usaha Rakyat
(KUR)

Pelaku UMKM

Pemerintah
Daerah DIY
(melalui Dana
Keistimewaan)

Pendanaan melalui
Dana Keistimewaan
DIY

Dana Keistimewaan
DIY

Pemerintah
Daerah & Pelaku
UMKM
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Dewan
Kerajinan
Nasional
Daerah
(Dekranasda)
Kabupaten
Bantul

Mendorong Pelaku
UMKM di bidang
kerajinan untuk
melegalkan usaha
mereka

Pendampingan
legalitas usaha
kerajinan

Pelaku UMKM
bidang kerajinan

3 Pengawasan
Perizinan
Berusaha

Dinas
Penanaman
Modal dan

1. Koordinator
pengawasan
perizinan berusaha
berbasis risiko

Berita Acara
Pemeriksaan

Pelaku usaha
pada semua

a. Meningkatkan
capaian realisasi
penanaman modal
di Kabupaten
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Berbasis
Risiko

Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

2. Melakukan
pengawasan dan
penilaian
perkembangan dan
realisasi investasi,
tenaga kerja,
kemitraan serta
pelaksanaan CSR

sektor usaha Bantul;
b. Meningkatkan
kepatuhan pelaku
usaha dalam
melaksanakan
kegiatan usaha
sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan

Dinas
Pertanahan
dan Tata
Ruang

Melakukan
pengawasan
persyaratan dasar
(Tata Ruang)

Berita Acara
Pemeriksaan

Pelaku usaha
pada semua
sektor usaha

Dinas
Lingkungan
Hidup

1. Melakukan
pengawasan
persyaratan dasar
(Pengelolaan
Lingkungan)

Berita Acara
Pemeriksaan

1. Pelaku usaha
pada semua
sektor usaha

2. Pelaku usaha
pada sektor
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

2. Melakukan
pengawasan dan
penilaian kegiatan
usaha di sektor
usaha lingkungan
hidup

lingkungan
hidup

Dinas PU,
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

1. Melakukan
pengawasan
persyaratan dasar
(Standar
Bangunan) di
semua sektor
usaha

2. Melakukan
pengawasan dan
penilaian kegiatan
usaha di sektor
usaha Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat

Berita Acara
Pemeriksaan

Pelaku usaha
pada semua
sektor usaha
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

Melakukan
pengawasan dan
penilaian kegiatan
usaha di sektor usaha
ketenagakerjaan

Berita Acara
Pemeriksaan

Pelaku usaha
pada sektor usaha
ketenagakerjaan

Dinas
Pariwisata

Melakukan
pengawasan dan
penilaian kegiatan
usaha di sektor usaha
pariwisata

Berita Acara
Pemeriksaan

Pelaku usaha
pada sektor usaha
pariwisata

Dinas
Koperasi,
UKM,

1. Melakukan
pengawasan dan
penilaian kegiatan
usaha di sektor
usaha

Berita Acara
Pemeriksaan

1. Pelaku usaha
pada sektor
usaha
perindustrian

2. Pelaku usaha
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Perindustrian
dan
Perdagangan

perindustrian
2. Melakukan
pengawasan dan
penilaian kegiatan
usaha di sektor
usaha
perdagangan

pada sektor
usaha
perdagangan

Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Melakukan
pengawasan dan
penilaian kegiatan
usaha di sektor usaha
kelautan dan
perikanan

Berita Acara
Pemeriksaan

Pelaku usaha
pada sektor usaha
kelautan dan
perikanan

Dinas
Kesehatan

Melakukan
pengawasan dan
penilaian kegiatan

Berita Acara
Pemeriksaan

Pelaku usaha
pada sektor usaha
kesehatan, obat
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

usaha di sektor usaha
kesehatan, obat dan
makanan

dan makanan

Dinas
Perhubungan

Melakukan
pengawasan dan
penilaian kegiatan
usaha di sektor usaha
transportasi

Berita Acara
Pemeriksaan

Pelaku usaha
pada sektor usaha
transportasi

Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Pertanian

Melakukan
pengawasandan
penilaian kegiatan
usaha di sektor usaha
pertanian

Berita Acara
Pemeriksaan

Pelaku usaha
pada sektor usaha
pertanian
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Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

4 Penanganan
Pengaduan

Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

Mengelola,
menindaklanjuti, dan
mengkoordinasikan
aduan dari masyarakat

Mediasi dan
penyelesaian
permasalahan
antara pengadu dan
pihak yang
diadukan.

Masyarakat
Pengguna
Layanan
DPMPTSP/
Pengadu

Terselesaikan konflik
antara pelaku usaha
dengan masyarakat
yang menjadi dasar
bagi terciptanya
harmoni antara
pelaku usaha dengan
masyarakat
sekitarnya

Dinas
Lingkungan
Hidup

Menelaah dari sisi
Lingkungan Hidup jika
ada aduan yang terkait
dengan pencemaran
atau kerusakan

Memberikan
masukan teknis
terkait pengelolaan
lingkungan hidup
yang sesuai

Masyarakat
Pengguna
Layanan /
Pengadu



104

No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

lingkungan peraturan
perundang-
undangan bagi
pelaku usaha yang
diadukan oleh
masyarakat sekitar

Dinas
Pertanahan
dan Tata
Ruang

Memberikan informasi
apakah lokasi usaha
yang diadukan sudah
sesuai atau belum
dengan Rencana Tata
Ruang

Informasi tata ruang
terkait penggunaan
lokasi usaha yang
diadukan apakah
sudah sesuai atau
belum dengan
peruntukan

Masyarakat
Pengguna
Layanan /
Pengadu
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

ruangnya

OPD Teknis
(Dinas
Kesehatan,
DKUKMPP,
DKPP, Dispar,
Disnakertrans,
dll)

Melakukan pembinaan
secara teknis terhadap
pelaku usaha yang
diadukan oleh
masyarakat agar
dalam pelaksanaan
kegiatan usaha sesuai
dengan Norma,
Standar, Prosedur,
dan Kriteria (NSPK)
usaha yang dijalankan

Informasi terkait
NSPK sesuai jenis
usaha yang
dijalankan agar
pelaksanaan
kegiatan berusaha
sesuai dengan
ketentuan

Masyarakat
Pengguna
Layanan /
Pengadu

Satuan Polisi Memberikan saran Saran dan masukan
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No
Kegiatan
Lintas
Sektoral

Kontribusi Para Pihak Output Kelompok Sasaran

Manfaat

Pihak Kontribusi Keluaran Kelompok Sasaran

Pamong Praja dan masukan terkait
pentingnya menjaga

terkait keamanan,
ketentraman, dan
ketertiban yang
wajib dipatuhi oleh
pelaku usaha



107

Bab IV Penutup
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif
dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan
landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan
menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini
memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi
pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah memperlihatkan
pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 2 (dua)
sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum
realisasi masing-masing IKU telah tercapai melebihi target, atau rata-rata tercapai
sebesar 177,59% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bantul pada tahun
2025 antara lain adalah :

1. Deregulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non
berusaha;

2. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan
pelayanan;

3. Kerjasama antar lembaga dan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas
pelayanan;

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara layanan;
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5. Partisipasi Masyarakat dalam upaya/proses peningkatan kualitas
penyelenggaraan layanan;

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mengembangkan penyelenggaraan layanan melalui optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi;

2. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder;

3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas
pelayanan;

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator
yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan
harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang
ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di
tahun berikutnya.
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LAMPIRAN



110

Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bantul

Periode 2022-2026

Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Periode 2025-2029
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Perjanjian Kinerja tahun 2025
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Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
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Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat
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TARGET INVESTASI KABUPATEN BANTUL YANG DITETAPKAN OLEH
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPADA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025
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Prestasi


